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ABSTRAK

Pembiyaan yang dilakukan BMT adakalanya menggunakan prinsip
mudarabah, yaitu BMT sebaga pemoda penuh dan adakalanya menggunakan
prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Penyusun tertarik untuk meneliti
salah satu produk pembiyaan musyarakah di BMT bina Sejahtera yaitu pembiyaan
musyarakah, karena dalam pelaksanaan terdapat suatu masalah terutama dalam
akad dan bagi hasil. Daam praktek, para nasabah yang mengambil pembiyaan
musyarakah di BMT Bina Sejahtera disodori formulir akad musyarakah. Pada
formulir akad pasal 3 disebutkan bahwa pihak kedua mengembalikan modal
tersebut secara angsuran sebanyak sekian kali, dengan angsuran pokok sekian dan
bagi hasil sekian. Selanjutnya pada Pasal 6, pihak BMT juga mensyaratkan denda
bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran. Dengan melihat praktek yang
seperti ini, maka penyusun bermaksud untuk meneliti lebih lanjut apakah akad
pembiyaan musyarakah dan bagi hasil di BMT Bina Segjahtera sudah sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum Islam?

Dalam Penelitian ini merupakan penelitian untuk menilai pelaksanaan
praktek pembiyaan musyarakah di BMT Bina Sgjahtera. Obyek penelitian adalah
akad pembiyaan musyarakah dan bagi hasil. Sedangkan untuk mengumpulkan
data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data
menggunakan cara berfikir deduks yaitu menilai perilaku BMT Bina Sejahtera
berkenaan dengan praktek akad pembiyaan musyarakah dan bagi hasil yang
merujuk pada norma-norma hukum muamalat.

Jadi, Hasll penelitian menunjukkan bahwa akad yang terjadi di BMT Bina
Sgjahtera adalah akad pembiyaan musyarakah atau penyertaan modal. Akad
tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dari sisi syarat dan rukunya, tetapi
untuk isi dari akad tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum mu’ amalat
ada peraturan tentang denda bagi yang terlambat membayar angsuran. Hal ini
bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang
akad. Untuk bagi hasil, dihitung berdasarkan proyeks laba dari modal yang
digjukan. Hal ini dilakukan karena nasabah yang sebagian besar adalah pedagang
pasar merasa kesulitan jika harus membuat laporan keuangan. Jadi bagi hasil di
BMT Bina Sgjahtera sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tentang
kerugian, biasanya setiap lembaga keuangan tidak mau rugi jadi harapannya
untung terus maka ketika terjadi kerugian, BMT tidak mau ikut menanggungnya,
karena yang menjalankan usaha penuh dari modal itu sendiri adalah pihak kedua
dan perlu diketahui semua kerugian itu di karenakan kelalaian nasabah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Kristisari

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wh.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta

mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat

bahwa skripsi Saudari:
Nama  : Kristisari
NIM 07380051
Tudul :  Musyarakah di BMT Bina Sejahtera Blunyah Trimulyo Sleman

Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan
Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk

mempetoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Timu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera

dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alatkum Wr. Whb.

27 Syafar 1432 H
Yogyakarta,
01 Februari 2011 M
Pembimbing I

-

Drs. Moh. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP: 19680416 199503 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Kristisari

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wh.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta

mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat

bahwa skripsi Saudari:
Nama :  Kristisari
NIM : 07380051
Judul :  Musyarakah di BMT Bina Sejahtera Blunyah Trimulyo Sleman

Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera

dimunagasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alatkum Wr. Wb.
27 Syafar 1432 H

Yogyakarta,
01 Februari 2011 M

Pembimbing II

Fuad Arif Fudival tanto, S.Pd., M.Hum., M.Ed
NIP: 19720928199903 1 002




Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

_ PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor:.UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/006/201 1

Skripsi dengan judul : MUSYARAKAH DI BMT BINA SEJAHTERA
BLUNYAH TRIMULYO SLEMAN YOGYAKARTA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Kristisari

NIM : 07380051

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Senin/ Tanggal 28 februari 2011
Nilai Munagasyah T A

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.
TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Moh. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji | Pengudi
NT e
Drs.H.Abdul Madjid AS. MSI Drs. Kholid Z{fta, M.Si
NIP.19500327 197903 1 001 NIP.19660704 199403 1 002

Yogyakarta, 27 Rabiul Awal IVEZ;H;\

2 Februari 2011 M

—hﬁ'_\_-‘_‘—__ﬁ—\.

WIN Sunan Kalijaga e
vakultas Syari'ah

DEKAN

%ﬁ-—;——;\\“_‘“ >

udian Wahvudi, M.A.. Ph.D
IP. 19600417 198903 1001




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai ke dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Repuplik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543

b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Tidak dilambangkan
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es (dengan titik di atas)

je

ha (dengan titik di bawah)

ka dan ha
de
zet (dengan titik di atas)
er
zet
es
es dan ye

es (dengan titik di bawah)

de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)

zet (dengan titik di bawah)

koma terbalik di atas

ge
ef
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ka
el

em
en
w
ha

apostrof

ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

ditulis
ditulis

C. Ta’ marbutah di akhir kata
. Bila dimatikan ditulis h

ditulis
ditulis

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sedang’al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah

maka t atau h.

D. Vokal pendek

fathah A
fa’ala
kasrah i
zukira
dammah u
yazhabu

E. Vokal panjang

1 ditulis
ditulis
2 ditulis
ditulis
3 ditulis
ditulis
4 ditulis
ditulis
F. Vokal rangkap
1 ditulis
ditulis
2 ditulis

ditulis
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. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
Al ditulis A’antum
s ditulis U’iddat
al S ol ditulis La’in syakartum

. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I” (el).

Sal
o)

-

ditulis
ditulis

al-Qur’an

al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan hurufl1 (el) nya.

slaud)
add)

ditulis
ditulis

as-Sama’

asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

gl (5 94
) Jal

ditulis
ditulis

Zawi al-Furud
Ahl as-Sunnah
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“Lihatlah apa yang ia katakan jangan melihat siapa yang
mengatakan”
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya
masyarakat untuk kembali pada ajaran agama Islam, banyak bermunculan
bank tanpa bunga sebagai counter terhadap bank konvensional yang
menerapkan sistem bunga. Bank tanpa bunga atau bank Islam adalah lembaga
keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan
berlandaskan pada al-Qur’an dan as-Sunnah. Dengan kata lain bank Islam
adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan
jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari’at Islam.'

Pendirian Bank Islam diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dengan mendirikan PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI).? Grand
opening BMI diselenggarakan pada bulan Mei 1992, kemudian pada bulan
Juni 1992 di Jakarta muncul BMT Bina Insan Kamil. Lembaga keuangan non
perbankan ini menerapkan konsep bagi hasil dalam bentuk mudarabah,
murabahah, musyarakah, bai’bi saman “ajil, dan al gard al-hasan.’

Pada dasarnya BMT merupakan pengembangan dari konsep

ekonomi Islam terutama di bidang keuangan. Istilah BMT adalah gabungan

' Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), him.13.

2 Syafi’l Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2002), hlm.25.

3 Hertanto Widodo, dkk. Panduan Praktis Operasional Baitul ma/ Tamwil, cet ke-1,
(Bandung: Mizan, 1999), him.35.



dari Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang
kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba. Sumber dananya diperoleh
dari zakat, infaq, shadaqah atau sumber lain yang halal, sedangkan Baitul
Tanwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan
menyalurkan dana dan berorientasi profit. Penghimpunan dananya diperoleh
melalui simpanan dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan
yang dijalankan berdasarkan prinsip syari’ah.’

Pembiayaan yang dimaksud adalah penyediaan uang atau tagihan
atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau bagi hasil. Pembiayaan yang dilakukan BMT
adakalanya menggunakan prinsip /muoarabah. Yaita BMT berposisi sebagai
pemodal penuh dan adakalanya menggunakan prinsip penyertaan modal atau
musyarakabh.

syirkah atau Musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua
atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek,
masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, atau

menggugurkan haknya dalam manajemen proyek.”’

*Ibid., hlm. 81.

® Karnaen Perwataatmadja dan Syafi’l Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam,
(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999), him. 23.



Syirkah ada dua macam yaitu syirkah milk (kepemilikan) dan
syirkah uqud (kontrak). Syirkah al-uqud dibagi menjadi syirkah ma/, “‘abdan
dan wujuh.®

Musyarakah dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan
usaha itu kontrak musyarakah dapat berlaku untuk tujuan jangka pendek
(short period of time) dan dapat juga untuk proyek jangka panjang (long-term
project), bahkan bisa berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas.’Adapun
bentuk-bentuk pembiayaan musyarakah yang dipakai oleh lembaga keuangan
syari’ah meliputi musyarakah untuk perdagangan (commercial musyarakah),
keikutsertaan untuk sementara (decreasing participation) dan keikutsertaan
untuk selamanya (permanent participation).®

Dalam syirkah, akad yang terjadi adalah akad penyertaan modal
yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mencampurkan modal untuk suatu
usaha tertentu, sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian modal
kembali kepada masing-masing pihak setelah jatuh tempo. Untuk bagi hasil,
prinsip yang digunakan adalah profit and loss sharing, untung dinikmati
bersama dan rugi ditanggung bersama. Pembagian keuntungan tersebut bagi
setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau prosentase.

Sedangkan kerugian merupakan bagian modal yang hilang, maka kerugian

® Ali Fikri, al-Mu’amalat al-madiyah wa al-Adabiyah. Cet. Ke-1 (Cairo : Mustafa al-
Baby al- Halaby, tt), 1:214.

7 Abdul Saed, Bank Islam dan Bunga: Studi kritis Larangan Riba dan Interpretasi
Kontemporer, alih bahasa: M. Ufuqul Mubin (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003), hlm.109.

¢ Ibid., hlm.112.



dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan ditanggung oleh para
pemilik modal. Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah masa kontrak selesai.

Namun dalam praktek, aturan tersebut seringkali tidak berjalan
sebagaimana mestinya, seperti yang bisa disaksikan dalam pelaksanaan
pembiayaan musyarakah di BMT Bina Sejahtera Blunyah Trimulyo Sleman
Yogyakarta.

BMT Bina Sejahtera adalah salah satu BMT yang cukup
berkembang, sedangkan lokasi BMT tersebut berada di Desa Blunyah
Trimulyo Kabupaten Sleman Yogyakarta. Dengan lokasi yang sangat strategis
ini, BMT Bina Sejahtera menjadi salah satu alternative peminjaman ataupun
pembiayaan baik dari pedagang pasar maupun masyarakat Blunyah itu sendiri.

Penyusun tertarik untuk meneliti pembiayaan /musyarakah di BMT
Bina Sejahtera karena di BMT Bina Sejahtera terdapat suatu permasalahan
terutama dalam akad dan bagi hasil. Dalam praktek, para nasabah yang
mengambil pembiayaan musyarakah di BMT Bina Sejahtera Blunyah
Trimulyo diberikan formulir akad musyarakah. Pada pasal 3 disebutkan bahwa
pihak kedua mengembalikan modal tersebut secara angsuran. Selanjutnya
pada pasal 6, pihak BMT mensyaratkan denda bagi nasabah yang terlambat
membayar angsuran, untuk akad pembiayaan musyarakah, masalah muncul
ketika pihak BMT di awal akad juga menetapkan bahwa nasabah yang
terlambat membanyar angsuran akan dikenakan denda. Ketika ada denda,

maka akad tersebut diragukan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam?



Sedangkan mengenai bagi hasil, pthak BMT menyetujui nasabah
untuk membiayaan proyek usaha tertentu yang sebagian keuntungan dari bagi
hasil usaha tersebut secara teratur dalam jangka waktu yang telah disepakati.
Dalam transaksi ini, pihak BMT termasuk kelompok yang sejak awal sudah
mensyaratkan kepastian untuk memperoleh kembali modal yang disertakan
dalam usaha, terutama penerimaan keuntungan dari usaha tersebut. Praktek
tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah bagi hasil dalam pembiayaan
musyarakah di BMT Bina Sejahtera sudah sesuai dengan hukum Islam?

Disamping itu, dengan mengalokasikan pembiayaan musyarakah
pada masyarakat ekonomi lemah, kemungkinan BMT akan mendapatkan
keuntungan lebih kecil bahkan mungkin sekali mengalami kerugian. Jika
usaha nasabah mengalami kerugian, pihak BMT tidak mau ikut serta
menanggung kerugian tersebut, praktek tersebut kadang memberatkan bagi
nasabah yang mengambil pembiayaan musyarakah di BMT Bina Sejahtera
sehingga menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam terhadap keyakinan
pada penerapan prinsip-prinsip Syari’ah dalam pembiayaan musyarakah di
BMT Bina Sejahtera.

Bila bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi
modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Karena ada
perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di antara
kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk
mengabsorpsi/menikmati untung karena sebesar apa pun keuntungan yang

terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu.



Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan shahib al-ma/
untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan
mudharib. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi
modal, dan karena proporsi modal (finansial) shahib al-/ma/ dalam kontrak ini
adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh shahib al-
mal.

Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) mudharib dalam
kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, mudharib akan
menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula. Bila bisnis rugi,
sesungguhnya mudharib akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha
dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi,
sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, namun
bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek
mudharabah yang dikontribusikannya.

Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya
uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya
adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil
apa pun atas jerih payahnya selama berbisnis.

Dengan adanya permasalahan diatas, penyusun tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembiayaan musyarakah di BMT

Bina Sejahtera Blunyah Trimulyo Sleman Yogyakarta.



B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan
pokok masalah sebagai berikut:
Bagaimana akad dan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di
BMT Bina Sejahtera Blunyah Trimulyo Sleman Yogyakarta dalam tinjauan

hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan akad dan bagi
hasil pada pembiayaan musyarakah di BMT Bina Sejahtera, apakah sudah
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
b. Kegunaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi perkembangan hukum Islam, dalam rangka memperkaya
khasanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakab.
Memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi pengurus
BMT Bina Sejahtera serta masyarakat umum terutama dalam pelaksanaan

pembiayaan /musyarakanh.

D. Telaah Pustaka
BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang
berdasarkan syari’ah. Permasalahan dalam pembiayaan di BMT terutama

mengenai pembiayaan musyarakah banyak dibahas dalam jurnal-jurnal atau



makalah-makalah. Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam
mengenai permasalahan diatas, penyusun berusaha melakukan penelitian
terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan musyarakabh.

Fatwa DSN (Dewan Syari’ah Nsional) MUI Tahun 2000-2006
tercantum pada Nomer 17 Tahun 2000 “tentang sanksi atas nasabah mampu
yang menunda-nunda pembayaran” Angka 1 penyusun mendapat penjelasan
bahwa denda atau saksi yang disebut dalam fatwa ini adalah saksi yang
dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja.’

Dalam tulisan Jafril Khalil dalam artikelnya yang berjudul
“Menyiasati Pertumbuhan Bank Syari’ah” yang dimuat di JURIS (Jurnal
llmiah Syari’ah) mengatakan bahwa muadarabah dan musyarakah adalah dua
metode yang adil dalam memobilisasi sumber finansial dan dikombinasikan
dengan keahlian manajerial untuk mencapai hasil maksimal dalam
perdagangan.'’

Kemudian Jamaluddin Achmad Khaliq dalam Jurnal Al-‘Ibrah
yang berjudul “Akumulasi Dana Musyarakah, Antara Teori dan Praktek”
disebutkan bahwa musyarakah mempunyai peran penting dalam menggalang
unit modal kecil yang tidak mungkin untuk diinvestasikan sendiri-sendiri.

Dengan terkumpulnya modal-modal kecil tersebut menjadi satu, akan terbentuk

° Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas
Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, http:/www.MULorg, akses tanggal 15
Desember 2010

' Jefri Khalil, “Menyiasati Pertumbuhan Bank Syari’ah, JURIS (Jurnal Ilmiah Syari’ah),
Vol. 3:1 (Juni, 2004), him. 11.



kekuatan besar yang mampu menggalang kekuatan berinvestasi. Dengan
manajemen modern, akan diperoleh manfaat yang besar bagi para investor
maupun umat secara umum. "’

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek,
yaitu nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai
proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut
beserta bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Demikian tulisan Indah
Piliyanti dalam CAKRAWALA, Jurnal Studi Islam, yang berjudul “Purifikasi
Akad Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia”. Indah
menambahkan, ada beberapa konsekwensi apabila musyarakah diberlakukan
pada sebuah proyek karena dibutuhkan tambahan modal bank untuk mem-back
up akad ini. Hal ini dapat dijembatani dengan mengikutsertakan umat Islam
untuk menanamkan modalnya pada bank Syari’ah. Selain pemodalan, masalah
lain yang muncul adalah sumber daya insani yang ditugaskan untuk mengawasi
dan membantu proyek usaha bersama. Hal ini diatasi dengan jalan mendirikan
perusahaan penyedia jasa keahlian."

Skripsi yang disusun oleh Munawwir dengan judul Pelaksanaan

Musyarakah pada BMT Mitra Usaha Ummat di Kecamatan Piyungan dalam

! Jamaluddin Acmad Khaliq, “Akumulasi Dana Musyarakah, Antara Teori dan Praktek”,
Al-‘Ibrah, Jurnal Studi-studi Islam, Vol. 1:2 (November 2003, him. 119.

" Indah Piliyanti, “Purifikasi Akad Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah di
Indonesia”, CAKRAWALA, Jurnal Studi Islam, Vol. 2:2 (Desember 2005), hlm.1314.
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Perspektif Hukum Islam, > menyoroti keberadaan BMT dalam usahanya
menghindarkan para nasabahnya dari rentenir atau bank plecit yang banyak
dijumpai di pasar Piyungan.

Sedangkan skripsi Nuril Mala yang berjudul Tinjauan Hukum
Islam terhadap Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)
Gedungkuning. Skripsi tersebut menitikberatkan pada system bagi hasil yang
diterapkan antara BMT dengan nasabah dari modal yang diusahakan.'*

Skripsi yang disusun oleh Atiek Rahmawati yang berjudul
“Perbandingan Tingkat Kepuasan Nasabah Produk Pembiayaan Mudarabah
dan Musyarakah (Studi Kasus di BMT Jagamukti Amratani Muntilan),
menyoroti tentang aspek-aspek yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil
pembiayaan.

Skripsi Saifullah yang berjudul “Hubungan Proyeksi Laba Usaha
Mikro Kecil Menengah dengan Keputusan Bank dalam memberikan
Pembiayaan Musyarakah (Stusi pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta),
membahas tentang hubungan antara proyeksi laba usaha kecil terhadap
keputusan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Dalam skripsinya, Saifullah

meneliti tentang berapa besar pembiayaan yang diberikan dan pertimbangan

 Munawwir, “Pelaksanaan Musyarakah pada BMT Mitra Usaha Ummat di kecamatan
Piyungan dalam Perspektif Hukum Islam”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2001.

"* Nuril Mala, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina
Thsanul Fikri (BIF) Gedung kuning”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.



11

apa saja yang mempengaruhi keputusan bank untuk memberikan dananya
kepada usaha kecil."

Adapun penelitian lain yang telah dibukukan yaitu karya Nurul
Widyaningrum, “Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha
Kecil: Studi Kasus BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor”, '
mengemukakan tentang dasar pemikiran mitra untuk memilih BMT sebagai
mitra dalam wusahanya. Dalam karyanya tersebut diungkapkan bahwa
kebanyakan mitra memilih BMT untuk memperoleh pembiayaan bukan karena
BMT tersebut menggunakan system bagi hasil tetapi lebih pada kemudahan
yang diberikan oleh BMT. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan
mitra tentang ekonomi Islam atau tentang prinsip-prinsip yang harus dipegang
oleh lembaga keuangan yang berdasarkan syari’ah yaitu prinsip ketauhidan,
khilafah atau amanah dan prinsip keadilan. Inti dari penelitian ini adalah
peneliti ingin menggambarkan bagaimana dampak dari pembiayaan BMT
terhadap usaha mitranya.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh adanya peningkatan
omset, aset dan laba dari usaha mitranya. Dari uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa sampai saat ini BMT belum melihat lebih jauh tentang

produk-produk muamalat khususnya dalam pembiayaan musyarakah di BMT

Bina Sejahtera. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian yang berkenaan

'* Saifullah,”Hubungan Proyeksi Laba Usaha Mikro Kecil Menengah dengan keputusan
Bank dalam memberikan Pembiayaan Musyarakah (Studi pada BPRS Margirizki Bahagia
Yogyakarta)”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

' Nurul Widyaningrum, Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil
Studi Kasus BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor, (Bandung: AKATIGA, 2002.)
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dengan pelaksanaan pembiayaan musyarakah terutama dalam akad dan bagi

hasil, dari sudut pandang hukum Islam.

. Kerangka Teoritik

Salah satu cabang dari hukum Islam adalah hukum muamalat
yakni kaidah yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia.
Pengertian lain dari hukum muamalah adalah hukum yang mengatur etika
hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sedangkan
kegiatan muamalat adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan
antara manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial.

Aktivitas muamalat yang menyangkut aspek ekonomi meliputi
kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas, seperti jual-beli,
simpan-pinjam, hutang-piutang, usaha bersama dan sebagainya. Untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut, Lembaga Ekonomi Islam BMT
Bina Sejahtera memberikan bantuan langsung kepada masyarakat berupa kerja
sama atau kemitraan yang dalam istilah muamalat disebut dengan syirkah.

Pada dasarnya Syirkah adalah suatu perjanjian antara dua orang
atau lebih untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama melalui
penyertaan modal oleh masing-masing pihak. Pembagian keuntungan dari
usaha itu ditentukan menurut kesepakatan awal pada saat melakukan
perjanjian, sedang apabila ada kerugian ditanggung bersama-sama sesuai
dengan besar kecilnya penyertaan modal.

Syirkah dalam hukum perdata termasuk dalam kategori hukum

perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih
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mengikatkan dirinya terhadap orang lain dan mereka berjanji akan menaati apa
yang tersebut dalam perjanjian tersebut.'’
1) g5l a5 ) il Ul s 1500 e aad) L)

Dalam ayat ini disyaratkan untuk menghindari adanya riba dalam
bentuk apapun. Agar suatu akad dipandang terjadi, harus diperhatikan antara
ijab dan qabul, akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
Prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pembuatan akad adalah':

1. Suka sama suka, akad dibuat atas dasar ridha, tidak boleh ada paksaan.
Tidak boleh mendzalimi, menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum
terjadinya akad.

2. Keterbukaan, menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antara
pihak yang bersangkutan terhadap obyek kerja sama.

3. Penyusunan, pentingnya dokumentasi yang disaksikan oleh pihak yang
bekerjasama. Selain prinsip akad yang harus dipenuhi syarat akad pun
harus dipenuhi yaitu®:

1. Kedua belah pihak cakap berbuat.
2. Akad tersebut diizinkan syara’ dan dilakukan oleh seorang yang berhak

melakukan, meskipun bukan si aqid sendiri.

' Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, cet ke-
1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996/, him. 2.

'® Al-Bagarah (2): 275

Y Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam),
(Yogyakarta:UII Pres, 2000), hlm. 45.

20 Rahmat Syafe’i, Figh Muamalah, cet. Ke-2, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), hlm. 15.
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3. Akad tersebut memberi faedah.
4. Tjab berjalan terus, tidak boleh dicabut sebelum gabul.
5. Bersatunya majelis akad.

Dalam memberikan kebijakan yang terstruktur dan sistematis,
sebuah institusi seringkali membuat peraturan yang menjadi pedoman
pelaksanaan untuk mengatur mekanisme kerjanya. Sebuah BMT yang
melayani fasilitas dalam hal pembiayaan dan lain-lain, tentunya mempunyai
aturan-aturan baku tentang sistem dan mekanisme pembiayaan bagi anggota.
Hal itu dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang memuaskan, akan
tetapi terkadang aturan yang diterapkan tidak dapat berlaku maksimal dan
sesuai dengan harapan. Salah satu persoalan yang membuat ketidak
maksimalan pelayanan itu disebabkan oleh kurangnya kerja sama anggota
dalam mengembalikan angsuran pembiayaan seringkali terlambat, baik itu
disengaja atau tidak. Dalam bingkai inilah sebuah denda atau saksi dirasa perlu
dibuat dan diberlakukan.

Dalam hukum Islam ada beberapa kaidah yang sesuatu itu boleh
diterapkan atau tidak boleh diterapkan. Muhammad rasyid Ridla berpendapat,
bahwa kita boleh melakukan sebagian macam riba yang berkembang sekarang

ini, atas dasar dharurat. Beliau dalam hal ini, menggunakan dasar:

2l ) shaadll masi <l 5 izall

2l T.M. Hasbi Ash-shiddieqy, Figh Islam: Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan
tuntas, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1975), him. 95.
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Berdasarkan kaidah tersebut, denda atas penundaan angsuran
pembiayaan diperbolehkan jika dalam keadaan dharurat atau memaksa. Dalam
hal ini fatwa DSN menyatakan bahwa denda boleh dikenakan kepada anggota
atau nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja. Sedangkan, anggota atau nasabah yang tidak atau belum
mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan denda.

Namun dalam hukum perdata Islam (hukum muamalat) tidak diatur
secara lebih khusus, Sehingga dalam pandangan penyusun, persoalan ini
membuka peluang untuk mencari hukum yang sesuai dengan hukum Islam.
Disatu sisi hukum berlaku tegas namun disisi lain tidak terlalu memberatkan.
Maka dalam pelaksanaannya tergantung pada manusia itu sendiri dengan
mengingatkan prinsip-prinsip muamalat. Yang dapat dirumuskan sebagai
berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang

ditentukan lain oleh al-Qur’an dan al-Hadist dan kaidah figh:
2.0 ) e Y A JaY)
Pleaad e didl Uy of W) Ay @dlleall & sl

2. Muamalat yang dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur

paksa.

42.

2 Asymuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Figh, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan bintang, 1976), him.

2 Fatwa Dewan Syariah ~ Nasional, 2000, Pembiayaan Musyarakah, No. 8/DSN.

MUI/VI/20000.
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3. Muamalat yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat

dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
25d\‘}:3 5 oA

4. Muamalat yang dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari
unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam
kesempitan.

2000 saall 5 V) e )53 olad W 5 (o 58 5 Dl e )53 el

Sumber Islam selain al-Qur’an dan as-Sunnah, terdapat ijtihad
ra’yu. Dalam hal ini salah satunya adalah maslahah mursalah, diartikan
kemaslahatan yang tidak disyari’atkan oleh syar’i dalam wujud hukum, dalam
rangka menciptakan kemaslahatan, selain itu tidak terdapat dalil yang
membenarkan atau menyalahkan.

Dalam muamalat disebutkan bahwa segala sesuatu dalam
kerjasama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam akad,
dengan persyaratan yang telah disepakati atas rela sama rela, tidak
bertentangan dengan maslahah ( tidak merugikan atau membahayakan kedua

belah pihak), dan tidak bertentangan dengan al- Qur’an dan as-Sunnah.

** An-Nisa’ (4): 29

» Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fighiyah (Pedoman Dasar Dalam
istimbath Hukum Islam), (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), him.132.

26 Al-Maidah (5): 2.
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Pada zaman Nabi Muhammad saw sudah banyak orang yang
melakukan kemitraan. Dalam al-Qur’an juga terdapat ayat yang
mengisyaratkan adanya kerjasama atau syirkah untuk memenuhi kebutuhan
hidup manusia.

Menurut Nejatullah Siddiqi, berdasarkan adanya larangan bunga
dalam Islam maka para pakar ekonomi Islam modern sepakat bahwa
reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan berdasarkan syirkah (kemitraan
usaha) dan mudharabah (bagi hasil).”’

Syirkah dalam hukum perdata termasuk dalam kategori hukum
perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap orang lain dan mereka berjanji akan mentaati apa
yang ada dalam perjanjian tersebut.”®

Unsur-unsur yang terdapat dalam kerjasama kemitraan atau syirkah
adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengkondisian dua belah pihak.

2. Adanya kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

3. Adanya pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan
perjanjian.

4. Tidak menyimpang dari ajaran Islam.”

>’ M. Nejatullah Siddigi, Kemitraan usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum lIslam, alih
bahasa fahriyah Mumtihani, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), him. 1.

¥ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum perjanjian dalam Islam, cet.
Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1996), him. 2.

» Muh Zuhri, Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan
Antisipatif, cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), him.162.
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Prinsip syirkah adalah profit and loss sharing, untung dinikmati
bersama dan rugi ditanggung bersama. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad
musyarakah mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau membatalkan

30 maka dalam

haknya dalam pengelolaan wusaha syirkah tersebu.
pelaksanaannya tergantung pada manusia itu sendiri dengan mengingat prinsip-

. 1
prinsip muamalat.’

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu
penyusun langsung terjun ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang relevan
dengan penelitian.’* sehingga penelitian ini di fokuskan untuk menelusuri dan
mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan yang relevan dengan masalah
yang di angkat secara jelas tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah di
BMT Bina Sejahtera Blunyah Trimulyo Sleman Yogyakarta.
2. Sifat Penelitian

f33

Penelitian ini bersifat preskriptif® yaitu penelitian yang bertujuan

untuk menilai tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian yaitu

3% Hertanto Widodo dkk, Panduan praktis Operasional Baitul Aa/ Tanwil, cet. Ke-1,
(Bandung: Mizan, 1999), hlm. 52-53.

3! Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas...hlm. 15-16.

32 Nur Indriartoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi
dan Manajemen, edisi Pertama, cet. Il (Yogyakarta: BPFE, 2002), him. 88.

3 .S Badudu, Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Buku Kompas, 2003), hlm. 285. Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2006), him. 395.
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tentang pelaksanaan pembiayaan /musyarakah di BMT Bina Sejahtera.
Selanjutnya membahas dan menilai penerapan produk tersebut dengan prinsip-
prinsip hukum Islam. Dari pengolahan data tersebut dapat diketahui dengan
jelas penerapan pembiayaan musyarakah dengan kesesuiannya terhadap
prinsip-prinsip hukum Islam.
3. Populasi dan Sampel
Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek penelitian yang akan
diteliti bisa juga dikatakan sekelompok orang, kejadian atau gejala sesuatu
yang mempunyai karakteristik tertentu.’* Sampel adalah bagian atau wakil
populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya, diambil
sebagai sumber data penelitian.”® Populasi pada penelitian ini adalah para
nasabah yang mengambil pembiyaan musyarakah sekitar 70 orang di BMT
Bina Sejahtera, pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive
sampling sebanyak 10 yang aktif didalam pembiyaan musyarakabh.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan
bertanya langsung kepada responden sesuai dengan pedoman

wawancara.’® Responden dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dapat

* Nur Indriartoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi
dan Manajemen, edisi Pertama, cet. I (Yogyakarta: BPFE, 2002), him.115.

3> Sugiono, Metode penelitian Bisnis (Bandung: Alfabet, 2003), hlm.7.

3% Masri Singarihubun, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1995),
hlm.129.



20

memberikan data yaitu pihak Manajer BMT Bina Sejahtera sebanyak 5

beserta stafnya dan juga para nasabah yang memanfaatkan pembiayaan

musyarakah sebanyak kurang lebih 10 orang.
b. Dokumen

Dokumen yaitu menelaah dokumen-dokumen perjanjian kemitraan usaha

antara pihak BMT Bina Sejahtera dengan nasabah pembiayaan

musyarakah.

5. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu
mengkaji dan berdasarkan pada pembiayaan musyarakah di BMT Bina
Sejahtera. Selanjutnya membahas dan menilai penerapan produk tersebut
dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
6. Analisis Data
Data yang dikumpulkan dari penelitian akan dianalisis dengan

menggunakan analisis kualitatif dengan cara induktif, yaitu dimulai dari
mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset,
kemudian diahiri dengan kesimpulan yang bersifat umum®’ yang berupa
generalisasi untuk menilai hukum dari Pelaksanaan musyarakah di BMT
Bina Sejahtera. Penyusun menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu suatu
analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau fakta yang bersifat
umum diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi

yang umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal

%7 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 2, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas
Psikologi UGM, 1984), him. 42.
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ini berpijak pada norma hukum Islam kemudian diterapkan untuk

menganalisis pelaksanaan /musyarakah di BMT Bina Sejahtera.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini maka digunakan
sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab ini bertujuan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian
tersebut.

Bab kedua dibahas tentang konsep Syirkah dalam hukum Islam
yang dijadikan pedoman untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian.
Bab ini terdiri dari tinjauan umum Syirkah yakni pengertian, landasan, pokok-
pokok, manafaat, kedudukan, jenis-jenis dan syarat-syarat.

Bab ketiga membicarakan tentang data obyektif di lapangan yaitu
deskripsi BMT Bina Sejahtera dan pelaksanaan /musyarakah. Bab ini meliputi
sejarah berdirinya, bentuk lembaga, visi, misi dan tujuan, produk-produk yang
ditawarkan serta pelaksanaan pembiayaan musyarakah di lapangan.
Pembahasan ini dimaksudkan sebagai data yang dianalisis.

Selanjutnya, bab keempat merupakan analisis kesesuaian tentang
penerapan produk musyarakah dengan hukum Islam. Bab ini memuat analisis
dari segi akad pembiayaan dan bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh BMT

Bina Sejahtera.
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Bab terakhir sebagai bab penutup yaitu bab kelima, yang meliputi
kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji
dalam penelitian ini. Serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi

penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan menganalisis pelaksanaan
pembiayaan musyarakah di BMT Bina Sejahtera terutama yang berkaitan
dengan akad pembiayaan musyarakah dan sistem bagi hasil maka disini saya

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Akad pembiayaan musyarakah di BMT Bina Seahtera sudah sesuai
dengan ketentuan syari’ ah dari sisi syarat dan rukun. Tetapi untuk isi dari
akad tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum mu’ amalah karena
daam akad pembiayaan musyarakahpasa 6, BMT Bina Seahtera
mensyaratkan denda bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran.
Hal ini tidak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 7 tahun 2005
karena denda yang diperbolehkan adalah denda akibat kerugian riil bukan
karena nasabah terlambat membayar angsuran.

b. Bagi hasil yang diterapkan di BMT Bina Sejahtera menggunakan bagi
hasi| tetap berdasarkan proyeksi labayang dihitung di awal ketika nasabah
mengajukan pembiayaan dan dibayar secara angsuran setiap bulannya
sampai akhir masa jatuh tempo. Tentang kerugian, biasanya setiap
lembaga keuangan tidak mau rugi jadi harapannya untung terus maka
ketika terjadi kerugian, BMT tidak mau ikut menanggungnya, karena
menurut pihak BMT yang mengelola dana tersebut pihak nasabah atau

pihak kedua sehingga apabila ada kerugian dan kerugian itu disebabkan

84
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kelalaian nasabah otomatis BMT hanya meminta kembalian modal, hal ini
karena nasabah merasa kesulitan dalam membuat laporan keuangan.
Penerapan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BMT Bina
Sejahtera tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam bagi hasil ini
tidak ada pihak yang dirugikan karena masing-masing pihak telah sepakat

dengan ketentuan tersebut.

B. Saran-saran

1. Pengelolaan BMT atau Lembaga Keuangan syari’ah lebih sulit
dibandingkan pengelolaan lembaga keuangan konvesional. Karena dalam
operasionalnya BMT atau Lembaga keuangan Syari’ah menggunakan
sistem yang rumit. Untuk akad, tidak boleh menerapkan denda tetapi ganti
rugi atas kerugian riil sga. Oleh karena itu profesionalisme para
pengelola BMT khususnya BMT Bina Sejahtera perlu terus ditingkatkan
agar keberadaan BMT Bina Segjahtera yang identic dengan perekonomian
akar rumput bisa tetap eksis dan mampu bersaing dengan lembaga
keuangan lainya.

2. Sistem bhagi hasil merupakan sistem baru dalam Lembaga Keuangan
Syari’ah atau BMT. Oleh karena itu sistem bagi hasil yang sesui dengan
prinsip-prinsip syari’ah harus terus disosialisasikan kepada nasabah dan

masyarakat luas agar mereka memahami aturan tersebut.
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